
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah
berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai
sasaran, maka diperlukan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa
Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tah1.1.n
2014 ten tang Pemerintahan Daerah, yang
mengamanatkan bahwa RPJMD disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, serta Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah
kepala daerah terpilih dilantik;

d. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah harus sesuai dengan kaidah-kaidah
yang tennuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara 
lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Coronavirus Disease 2o19 (covm-19) Dan/Atau Daiam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6633); 

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 36); 

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 



22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancanga.n Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 
Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita. Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelotaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781) ; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 
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32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 
Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 93); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016 Nomor 10); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

DAN 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH PRO VINSI KALIMANTAN SELATAN 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH TAHUN 2021-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah 
dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program 
Kepala Daerah terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Strategis SKPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun. 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dfinginkan pada akhir 
periode perencanaan pembangunan Daerah. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.. 

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggarnbarkan tercapainya tujuan, 
berupa hash l pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dani 
pencapaian hash l program Perangkat Daerah. 

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 
sebagai penjabaran strategi. 

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upa.ya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan rnenggunakan surnber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 
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BAB II 
KEDUDUKAN RPJMD 

Pasal 2 

(1) RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Prioritas 
Pembangunan Gubernur. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dani 
visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuan.gan 
daerah serta progam SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen 
perencanaan yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh 
komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan 
daerah yang berkesinambungan. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah: 

a. sebagai pedoman SKPD menyusun Rencana Strategis SKPD; 

b. sebagai pedoman penyusunan RKPD clan Rencana Kerja SKPD; 

c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan 
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; dan 

d. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan 
sistematika: 
BAB I Pendahuluan 
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III Gambaran Keuangan Daerah 
BAB IV Permagalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
BAB IX Penutup 
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(2) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

BAB V 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Setelah RPJMD ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode 
berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan 
Rencana Kerja Pemerintah. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 7 

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat kebijakan 
Pemerintah Pusat atau Kebijakan Pemerintah Provinsi yang berimplikasi 
terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan 
perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan 
kewenangan / urusan Pemerintahan Daerah, Pemutakhiran / Perubahan 
Peraturan Perencanaan dan kebijakan di sektor keuangan terkait alokasi 
dana transfer ke Daerah. 

(3) Kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat 
Daerah serta peraturan lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen 
RPJMD mi. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 10 Maret 2022

Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal 10 Maret 2022

LEMBARAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR Z. 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2021-2026 

I. UMUM: 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang 

merupakan penjabaran dan i visi, misi dan program prioritas kepala daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah serta program SKPD dan Lintas SKPD yang disertai 

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, 

RKPD dan Renja SKPD serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Selatan sangat tergantung dan i kesepahaman dan komitmen bersama antara 

Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

II. PASAL DEMI PASAL: 

Pasal 1 

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya 

salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan 

pasal-pasal dalam Peraturan Daerah mi. 



Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

-2 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PRiOVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 120 
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